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TENTANG  KEBIJAKAN AKUTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN 

ABSTRAK 
 bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan belum mengatur definisi, 

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kas dana bantuan operasional 

sekolah; bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bintan belum menetapkan masa 

manfaat aset tetap yang penggolongannya (klasifikasi) berubah; bahwa kebijakan akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Bintan belum mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian 

dan pengungkapan saldo tuntutan ganti kerugian dalam akun aset lainnya dan saldo kas 

yang dibatasi penggunannya dalam akun aset lain-lain; 
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